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PERATURAN DAERAH PROVINSI| BALI
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu
dikelola secara tertib dan teratur agar dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerabh;

b. bahwa pengelolaan barang milik daerah telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007;

c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/479/SJ.
tanggal 26 Pebruari 2008 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerabh;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Bali Nomor 2 Tahun
1992 tentang Pemakaian Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat | Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat | Bali Tahun 1992 Nomor 398 Seri C Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Bali.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Bali.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna barang.

Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna
barang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD
adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program SKPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bali.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan barang milik daerah.

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang
bertanggung  jawab mengkoordinir  penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah. yang ada pada SKPD
dalam hal ini Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Bali yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
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25.

26.

27.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Kuasa Pengguna adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan dan menyaluran barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada
di setiap SKPD/Unit Kerja.

Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah
daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai
negeri sipil daerah.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk
menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan
yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun
kebutuhan dan/atau pemeliharaan barang yang akan datang.

Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk
merumuskan  penentuan kebutuhan barang dengan
memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang/jasa.

Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil
pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di
dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman
barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna
barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik
daerah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang.



28.

29.

30.

31.

32.

33.
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35.

36.

37.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah
yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD dalam bentuk: pinjam pakai, kerjasama
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna
dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara
Pemerintah Daerah dengan lembaga sosial sesuai dengan
filosofi Tri Hita Karana dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali
kepada pengelola barang.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiltasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif,
pengasuransian dan tindakan upaya hukum.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan
agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang
selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan
dengan menggunakan metode/teknis tertentu  untuk
memperoleh nilai barang.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa
pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
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Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerabh.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar menukar barang/ruislag adalah pengalihan kepemilikan
barang yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau antara
pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya
dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah,
atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya.

Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP
adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh
masing-masing pengguna.

Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut
DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki
oleh masing-masing kuasa pengguna.

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan
daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang
yang memerlukan standarisasi.

Standarisasi harga barang adalah penetapan besaran harga
barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu)
periode tertentu.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan
atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib
administrasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Gubernur adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

barang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang.



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang

mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan barang;

C. menetapkan kebijakan pengamanan barang;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang
memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
barang sesuai batas kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau
bangunan.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Gubernur dibantu oleh:

Sekretaris Daerah selaku pengelola;

Kepala Biro/Unit Pengelola barang;

Kepala SKPD selaku pengguna,;

Kepala UPTD selaku kuasa pengguna;

Penyimpan barang; dan

Pengurus barang.

~pooow

Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan

bertanggung jawab:

a. menetapkan pejabat penyimpan dan pengurus barang;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang yang telah disetujui oleh
Gubernur;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang; dan

f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang.

Kepala Biro selaku pembantu pengelola bertanggung jawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada
pada masing-masing SKPD.

Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan

bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan barang bagi SKPD yang
dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada
Gubernur melalui pengelola;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang
berada dalam penguasaannya,;

d. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam
penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan



DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada
Gubernur melalui pengelola;

g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur
melalui pengelola;

h. pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam
penguasaannya; dan

i.  menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Penggunaan
Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaanya kepada
pengelola.

(7) Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna
barang  berwenang dan  bertanggung jawab  atas
penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada di lingkungan
masing-masing:

a. mengajukan rencana kebutuhan barang bagi unit kerja yang
dipimpinannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang
berada dalam penguasaannya,;

c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam
penguasaanya;

e. melakukan  pengawasan dan pengendalian  atas
penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT) vyang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

(8) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan
menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa
pengguna.

(9) Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam
pemakaian pada masing-masing pengguna barang/kuasa
pengguna barang.

. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Barang yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah
dapat disewakan kepada pihak ketiga.

(2) Barang yang disewakan tidak merubah status hukum/status
kepemilikan.

(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan
Gubernur.

(4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.



()

(6)

(7)

(8)

Penyewaan barang untuk kepentingan investasi dapat
diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang.

Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-
menyewa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)
(2)

3)

(4)

()
(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 27
Barang yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan.

Pinjam pakai dapat dilaksanakan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga
dilaksanakan untuk kepentingan lembaga-lembaga sosial yang
berlandaskan Tri Hita Karana seperti:

a. Desa Pakraman; dan

b. Subak.

Ketentuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status kepemilikan.

Jangka waktu pinjam pakai barang paling lama 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang kembali.

Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat

perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat;

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan
jangka waktu;

c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan

d. hak dan kewajiban para pihak.

Pinjam pakai kendaraan dinas operasional dapat diberikan
kepada Komisi-komisi DPRD dalam rangka menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat Perjanjian Pinjam Pakai dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Gubernur.



5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28

Kerjasama pemanfaatan terhadap barang dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna; dan
b. meningkatkan penerimaan daerabh.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang dilaksanakan terhadap:
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh
pengguna kepada Gubernur;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang; dan
c. barang selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Gubernur.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh
pengguna barang melalui pengelola.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/
perbaikan yang diperlukan terhadap barang dimaksud,

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
peserta/peminat kecuali untuk barang yang bersifat khusus
dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi
tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama
jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh
Gubernur; dan

e. hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada huruf d
ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman lelang dan
ljin Mendirikan Bangunan dibebankan pada APBD.



10.

11.

(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan, surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas
dibebankan pada pihak ketiga.

(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 32

(2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka
waktu pengoperasian, wajib:
a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim
yang dibentuk oleh Gubernur.

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 34

(2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka
waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai
berikut:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim
yang dibentuk oleh Gubernur;

Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Kendaraan Dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud
pasal 55 ayat (3) dapat dijual kepada Pejabat/Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang memiliki masa kerja paling sedikit 10
(sepuluh) tahun.

(2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan kepada pejabat/pegawai yang akan memasuki
masa pensiun, pemegang kendaraan dan/atau yang lebih
senior.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 58
(1) Kendaraan dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (3), dapat dijual kepada Pimpinan DPRD
yang memiliki masa bakti 5 (lima) tahun.



12. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80

(1) Pengelolaan barang yang mengakibatkan kerugian daerah
dikenakan tuntutan ganti rugi.

(2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR).

(3) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Pebruari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

UMUM

Dalam Era Globalisasi yang sedang berjalan maka diperlukan adanya
kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari
unsure-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah guna menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang.

Pengelolaan barang sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah
ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas—asas sebagai berikut:

a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di
bidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang,
Pengelola Barang dan Gubernur sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab
masing-masing;

b. Asas Kepastian Hukum, vyaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

c. Asas Transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang diarahkan agar pengelolaan barang
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal,

e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang harus dapat
dipertanggungjawabkan;

f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang harus didukung oleh adanya
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan
pemindahtanganan pengelolaan barang serta penyusunan neraca pemerintahan
daerah.

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintahan
Provinsi Bali setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan
diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang
terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah
Provinsi Bali.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola
dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan
tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara



efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat
dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Provinsi Bali berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Daerah, namun untuk memberi kejelasan maka Peraturan
Daerah Provinsi Bali tentang Pengelolaan Barang sudah ditetapkan sebagai
landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan serta membantu mengamankan aset daerah.

Pada saat ini Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil klarifikasi dari Menteri Dalam
Negeri perlu dilakukan perubahan, disebabkan karena adanya beberapa koreksi dari
hasil kalarifikasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan investasi adalah investasi Penanaman
Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Angka 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3) huruf a

Yang dimaksud dengan “Desa Pakraman” adalah
kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama
pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun
temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan
desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta
kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah
tangganya sendiri.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Subak” adalah masyarakat
hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religius,
yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan
berkembang terus sebagai organisasi pengusahaan
tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk
persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah



Ayat (4)

Cukup Jelas.
Ayat (5)

Cukup Jelas.
Ayat (6)

Cukup Jelas.
Ayat (7)

Cukup Jelas.
Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kendaraan dinas operasional” adalah
kendaraan dinas (pool) yang ada pada Sekretariat DPRD.

Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.
Angka 6

Cukup Jelas.
Angka 7

Cukup Jelas.
Angka 8

Cukup Jelas.
Angka 9

Cukup Jelas.
Angka 10

Cukup Jelas.
Angka 11

Cukup Jelas.
Angka 12

Cukup Jelas.

Pasal Il

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7.





